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BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang :

mengingat :

DE.NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3452):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); "

. Undang-Undang Nomor 25 Ilahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-u'ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone'sia Nomor 4416) sebagaimana yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 v
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2.010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6C Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan dtandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Jjidonesia Nomor4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Peddman
Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran- Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 08);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat'Tahun 2010 Nomor 18);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 03);

28. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 44);

29. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah P.p.21.562.317.426,07
2. Dana Perimbangan Rp.511.649.374.585,00
3. Lain - Lain Pendapatan yang syah Rp. 156.870.563.782,09

Rp. 690.082.255.793,16
b. Belanja

Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 307.230.782.679,18
b) Belanja Bunga Rp.

c) Belanja Hibah Rp. 34.601.261.350,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.393.522.000,00
e) Belanja Bagi Hasil Rp. 545.968.800,00

f) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 24.817.940.700,00
g) Belanja Tidak Terduga Rp, 386.021.000,00

Rp. 376.975.495.529,18



2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 36.282.050.670,60
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 107.437.964.502,00
c) feelanja Modal Rp. 162.217.755.313.00

Rp.  305.934.770.485,60

c. Pembiayaan

a) Penerimaan Rp. 37.837.365.857,75

b) Pengeluaran Rp. 2.561.956.517.43

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 35.275.409.340,32

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp . 42.447.398.118,70
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimanan dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam
lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimanan dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam
lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 3 Oktober 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI




Diundangkan di Liwa
pada Tanggal 3 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 37



